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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

       Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai 

terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, telah 

dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, 

pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya 

Perbankan Syariah. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa 

perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan 

syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh 

seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 

       Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Karakteristik sistem perbankan syariah yang  

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil serta menghindari kegiatan spekulatif 

dalam bertransaksi keuangan, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank itu sendiri sehingga perbankan syariah 

memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun 

demikian pada kenyataannya, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan 

perbankan syariah masih cukup besar, antara lain meliputi: 

a. Cakupan pasar yang masih terbatas, walaupun pertumbuhannya tergolong 

cukup tinggi. 

b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan syariah, 

namun tidak jarang pula komunitas perbankan syariah sendiri masih belum 

memahami secara penuh penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya. 

c. Keberadaan industri perbankan syariah ini membutuhkan dukungan berupa 

kepastian hukum serta lembaga-lembaga pendukung lainnya terutama dalam 

hal kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti halnya lembaga fatwa dan 

badan arbitrase syariah. 
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       Dalam upaya untuk menanggapi kondisi-kondisi tersebut, maka pemerintah 

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2008 

telah men-sahkan dan menyetujui Undang-undang yang mengatur secara khusus 

mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah. Sebelumnya pengaturan mengenai perbankan syariah hanya 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang khusus mengatur tentang perbankan 

syariah, berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 tersebut, telah cukup 

lama ditunggu oleh para praktisi dalam dunia perbankan terutama perbankan syariah. 

Berlakunya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan 

kelancaran pada proses penerapan perbankan syariah di Indonesia sehingga juga 

diharapkan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi masyarakat maupun pihak Bank 

sendiri. 

       Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Prinsip Syariah 

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan pada Fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa 

dibidang syariah1. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya sebagaimana 

dirumuskan dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008, Perbankan Syariah wajib untuk tunduk pada Prinsip Syariah yang difatwakan 

oleh  Majelis Ulama Indonesia2.  

       Tulisan ini akan difokuskan pada penelitian mengenai masalah yang terkait 

dengan akta pada penyaluran pembiayaan pada bank syariah X dan Y di Indonesia. 

Sudah merupakan kewajiban dalam praktek perbankan, baik pada bank konvensional 

maupun bank syariah, bahwa pada pemberian fasilitas pembiayaan atau jasa 

perbankan lainnya, hubungan hukum antara bank dan nasabahnya wajib dituangkan 

dalam suatu perjanjian tertulis yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-

                                                           
1
 Indonesia,  Undang-Undang tentang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, pasal 1 angka 12.  

2 Ibid, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). 
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masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian atau 

Akad. Akad ini merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang 

menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu 

pihak dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai 

tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Dengan demikian timbullah hak dan 

kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat akad tersebut.3 

       Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang perbankan syariah, bahwa 

penyaluran pembiayaan wajib didasarkan pada akad yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008,  “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 

Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip 

Syariah.”  

       Terdapat beberapa jenis penyaluran pembiayaan yang saat ini diberikan oleh 

perbankan syariah. Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah 

Nomor 21 Tahun 2008, ditentukan: 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam  

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’; 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan 

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa.  

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau 

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi 

                                                           
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), 
hal.69. 
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fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

       Untuk mendukung transaksi-transaksi tersebut, wajib didukung oleh akad yang 

sesuai syariah,  yaitu antara lain:4 

a. Akad Musyarakah; 

b. Akad Mudharabah; 

c. Akad Murabahah; 

d. Akad Salam; 

e. Akad Istishna’; 

f. Akad Qard; 

g. Akad Ijarah; 

h. Akad Kafalah; 

i. Akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

       Ada kalanya bank perlu memberikan lebih dari satu fasilitas pembiayaan dalam 

suatu masa tertentu. Dapat pula bank memberikan semacam plafon atas suatu 

fasilitas pembiayaan dengan maksud untuk mempermudah bagi penggunaan fasilitas 

secara bertahap.  

       Pada perbankan konvensional, fasilitas pembiayaan dengan konsep plafon sudah 

sangat lazim diberikan yaitu dengan bentuk fasilitas pinjaman yang bersifat multi 

guna atau multi produk. Dalam memberikan fasilitas tersebut, bank mengkaji jumlah 

total kebutuhan nasabah, yang kemudian dibuatlah suatu fasilitas dengan jumlah 

plafon tertentu yang dapat digunakan selama jangka  waktu yang telah ditetapkan. 

Terhadap fasilitas pinjaman dalam bentuk plafon tersebut, kemudian dibuatlah Akta 

Perjanjian Hutang Piutang untuk memenuhi ketentuan Pasal 1313 sampai dengan 

Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan ditandatangani 

akta tersebut, maka kesepakatan telah terjadi antara pihak Kreditur (bank) dan 

Debitur (nasabah) serta perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian asesoir dapat 

dibuat dan mengikat secara efektif. 

                                                           
4
 Indonesia,  Undang-Undang tentang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, Pasal 19 ayat (1). 
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       Dalam praktek pada perbankan konvensional, setelah ditandatanganinya akta 

perjanjian hutang piutang berbentuk plafon, setiap penggunaan atau pencairan 

fasilitas dengan plafon tersebut, cukuplah debitur menyerahkan suatu bentuk 

dokumen yang disebut surat promes (promissory note) dan biasanya disertai juga 

dengan tanda terima uang. Dengan demikian tidak perlu lagi pada setiap penggunaan 

atau pencairan fasilitas dibuat perjanjian yang terpisah bagiannya, sehingga akta 

perjanjian hutang piutang berbentuk plafon tersebut telah cukup dan diakui sebagai 

hutang piutang oleh kedua belah pihak atau antara kreditur dan debitur. 

       Kondisi yang lazim pada perbankan konvensional tersebut juga diperlukan pada 

perbankan syariah. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka Majelis Ulama 

Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional, pada tahun 2005 telah mengeluarkan 

Fatwa DSN Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility yang mendukung 

untuk dapat diberikannya Fasilitas Pembiayaan seperti layaknya pada perbankan 

konvensional. Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas dengan plafon pembiayaan 

bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. 

Pemberian fasilitas ini dapat diberikan atau dilaksanakan berdasarkan  Wa’ad. 

       Yang dimaksud dengan Wa’ad dalam fatwa tersebut adalah kesepakatan atau  

janji dari satu pihak dalam hal ini adalah pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam 

suatu dokumen memorandum of understanding5, dengan demikian suatu Wa’ad 

bukanlah suatu akad atau perjanjian yang dibuat dan mengikat kepada dua pihak.     

1.2. Pokok Permasalahan 

       Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka pokok 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :  

a. Mengapa masih terjadi kesimpangsiuran dan tumpang tindih pemahaman 

serta penerapan  Wa’ad maupun Akad dalam praktek perbankan syariah 

yang sudah berusia lebih dari 17 tahun ?  

                                                           
5
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005, Tentang Line Facility, 2005. 

Kesalahan penerapan..., Priambodo Trisaksono, FH UI, 2009



6 

 

                                                                                                       Universitas Indonesia 
 

b. Bagaimana Bank Syariah harus menerapkan secara benar akta Wa’ad dan 

bagaimana seharusnya akta terkait dengan pemberian jaminan atas suatu 

pembiayaan harus dibuat agar dapat berlaku efektif ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

       Penelitian dilakukan dengan tujuan secara umum untuk dapat mengetahui 

praktek penerapan  akta Wa’ad dalam suatu pemberian fasilitas yang dinamakan Line 

Facility sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam fatwa dari Dewan Syariah 

Nasional serta kaitannya dengan risiko efektifitas atas perjanjian pengikatan jaminan 

yang diperlukan sebagai akta asesoir dari akta Wa’ad. Secara khusus, tujuan 

penelitian dilakukan untuk mencari jawaban mengapa masih terjadi kesimpangsiuran 

dan tumpang tindih pemahaman serta penerapan  Wa’ad maupun Akad dalam praktek 

perbankan syariah yang sudah berusia lebih dari 17 tahun di Indonesia dan 

Bagaimana Bank Syariah harus menerapkan secara benar akta Wa’ad serta 

bagaimana seharusnya akta terkait dengan pemberian jaminan atas suatu pembiayaan 

harus dibuat agar dapat berlaku secara efektif. 

1.4. Manfaat Penelitian 

       Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara terbaik untuk penerapan  

akta Wa’ad bagi pembiayaan berbentuk Line Facility pada perbankan syariah, tanpa 

menyulitkan proses transaksi dan administrasi baik bagi pihak Bank sebagai Kreditur 

Pembiayaan maupun nasabah sebagai pihak debitur serta tetap dapat terjaga 

efektifitas dari akta-akta perjanjian yang dibuat termasuk akta assesoir.  

1.5. Metode Penelitian 

       Metode merupakan unsur yang mutlak ada di dalam penelitian, karena tanpa 

metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, 

menganalisa maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. 

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif 

yaitu metode yang mencari sumber dari pengguna langsung atas akta Wa’ad dan 

akta-akta perjanjian lainnya termasuk akta perjanjian pemberian jaminan yang 
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digunakan pada Bank Syariah X dan Unit Usaha Syariah Bank Y, serta 

membandingkan dengan sumber lainnya berupa peraturan perUndang-Undangan 

yang berlaku, fatwa, buku-buku, artikel majalah, internet dan sebagainya. 

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut, diusulkan cara terbaik dalam penerapan 

Wa’ad bagi kebutuhan pembiayaan yang menggunakan Line Facility. 

       Tipologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ditinjau dari segi 

bentuknya menggunakan tipe penelitian evaluatif dan problem solution, karena 

dimaksudkan untuk mengevaluasi praktek perbankan Syariah dalam pembuatan akta 

Wa’ad sehubungan dengan pemberian Line Facility serta kaitannya dengan 

perjanjian pemberian jaminan. 

       Data sekunder yang digunakan adalah dokumen berupa akta-akta terkait dengan 

Wa’ad dan pemberian jaminan pembiayaan pada Bank Syariah serta peraturan 

perundang-undangan, fatwa, buku-buku ilmiah, majalah, artikel dan makalah baik 

cetak maupun melalui media internet, yang berkaitan dengan pembahasan penulisan 

ini. Disamping itu, untuk melengkapi data, saya juga melakukan penelitian lapangan 

untuk memperoleh data primer dari narasumber yaitu wawancara dengan Kepala 

Cabang  Bank X dan Pemimpin Cabang dari Unit Usaha Syariah Bank Y. 

       Pendekatan metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang 

menitik beratkan pada data berupa akta dan isi akta serta meneliti fakta dan sebab 

terjadinya masalah. 

1.6. Sistematika Penulisan 

       Maksud dan tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan 

gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang hendak 

dibahas agar pembaca lebih mudah untuk memahami tulisan ini. 

       Dalam tulisan ini dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Bab yang terdiri dari beberapa sub 

bab dan tiap-tiap sub bab disusun secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap 

uraiannya sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan. 

Sistematika tesis ini dibuat sebagai berikut :  
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       Bab Pertama berupa bab Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar 

belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

peneletian dan sistematika penelitian. 

       Pada Bab Kedua, membahas tinjauan tentang kesalahan penerapan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional-MUI Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 Tanggal 21 Pebruari 2005 oleh 

Perbankan Syariah di Indonesia. (Analisa terhadap penerapan akta wa’ad; Studi 

kasus pada bank syariah X dan Y). Pada bab ini pula diuraikan pembahasan dan 

analisa tentang butir-butir pokok permasalahan, landasan teori dan deskripsi 

mengenai bagaimana kedudukan Wa’ad sesuai fatwa, kemudian juga bagaimana 

praktek pada perbankan konvensional dalam kaitan dengan pembuatan akta yang 

sejenis dengan Line Facility dan penerapan pemberian jaminan yang saat ini berlaku 

pada bank kovensional ditinjau dari segi efektifitasnya dan bagaimana apabila hal itu 

diterapkan pada perbankan Syariah. 

       Pada Bab Ketiga atau terakhir yang merupakan bab penutup dari tulisan ini, akan 

berisikan kesimpulan dan saran-saran setelah dilakukannya penelitian, pengkajian 

dan penganalisaan data. Bab ini akan memberikan alternatif solusi yang dapat 

diterapkan guna menghindari adanya tumpang tindih di dalam pemahaman Wa’ad 

dengan Akad.    
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